WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA,
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN TATA CARA REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan

yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta untuk lebih mengoptimalkan
pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

b. bahwa untuk keseragaman format sistematika
penyusunan Perjanjian Kinerja dan laporan kinerja
instansi pemerintah diperlukan petunjuk teknis
berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan
standar;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota
Serang;

. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Mengingat S

4.Undang-Undang

............
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang.
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (I.,embarga8
Negara Republik Indonesia Tahun. 2007 No'mols o;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom
4748),

S. Unda\)ng*Undang Nomor 23 Tahun 2014 Rzensﬁgi
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Lempbaran
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamb;thanba .
Negara Republik Indone;,;a; I:Iom}czrrlirSSE?j e)r1 gszn % o)
telah diubah beberapa i tera A
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pem;g?fntﬁil;\lg
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Reoublk
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negira s oo
Indonesia Tahun 2015 Nor;or 58,5 g;g)l.ba an

ara Republik Indonesia Nomor !

6 1li?a‘a.xranpPemerintah Nomor 8 Tahun 20(1)3?3 rrf:;lrtftl;ll'%
: Pelaporan Keuangan dan Kinerja Inst.ans’lr T 006

(Lembaran Negara Republik Indonesia a 1.1Re i

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara P

i mor 4614);

7 I;::?ZrtﬁrsgN?’residen I)‘Iomor 29 Tahun .2014. tentang
" gistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah; o

8. Peraturan Menteri Negara Peru;layaguna:_m Aparatu
Negara dan Reformasi Birokrasi Repubh}g Indones1.a
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kir}erja dfan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN TATA CARA
REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kota Serang.

Walikota adalah Walikota Serang.

kretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
spektorat adalah Inspektorat Kota Serang.

mcr@ntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

merintah Daerah dan Dewan Perwakilan R
nurut azas otonomi dan tu akyat Daerah (DPRD)

gas pembantuan dengan prinsip otonomi
uas-luasnya dalam sistem dan prinsi i
s _ prinsip Negara Kesatuan R

onesia sebagaimana dimaksud d 0 2 i

alam Undang-Und
Indonesia Tahun 1945, g-Undang Dasar Negara

----------
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6. Pemer}ntah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya
disingkat SAKIP adalah rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat,
dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan
kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.

8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau
hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas terukur. o .

9. Keluaran (output) dalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan. ) .

10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksangkan oleh satu atau
beberapa satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja
perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa
atau kesemua terus sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentukbarang jasa.

12. Program adalah penjabaran kebijakan satuan Kkerja perangkat daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan misi satuan kerja perangkat daerah.

13. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau
kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil,
manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja
suatu kegiatan.

14. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu
program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu
lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja
perangkat daerah.

15. Ind.ikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output)
gral(;l gsraat\l_:l kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja

- 16. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran
keb.ert{gsﬂan' organisasi dari suatu tujuan dan sasaran strategis organiasi.
Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah suatu pernyataan

kinerja kesepakatan kinerja perjanjian kinerja antar
untuk mewujudkan target kine b Tog i

R rja tertentu berd
‘yang dimiliki oleh instansi. asarkan pada sumber daya
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

yang selanjutnya disingkat LKjIP
suatu instansi meri
.‘,mp.erm.nggunawabkan. keberhasilan dan kegagal g o nty

ta -tujuan dan sasaran-
pkan melalui alat pertan law B
iu adalah ggungjawaban secara pe

/Il adalah penelaahan atas la POt

i as laporan kinerja untuk memastikan bahwa
nerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan

----------
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20. Pelaporan reviu adalah merupakan pertanggungjawaban pelaksanaarn

reviu yang intinya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan,

kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang

disepakati, langkah perbaik yang telah dilakukan dan saran perbaikan

yang tidak atau belum dilaksanakan, laporan tersebut merupakan dasar

penyusunan pernyataan telah direviu.

21. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. B . .

22. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu mst:lnm
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasﬂan/kegag an
pelaksanaan Progam dan Kegiatan yang te}ah _ ¢amangtkap Pa; 2
pemangku kepentingan dalam rangka mencapal misl organisasl selcaalui
terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan 'met -
laporan Kinerja yang telah ditetapka(;lk melalui laporan kinerja 1ns

merintah yang disusun secara periodix. .

23. II;(::rangkat )I’)afrah adalah unsur pembantu Walikota dan DtE:hVZE
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerin
yang menjadi kewenangan daerah.

24. Unit Kerja adalah bagian di lingkungan Perangkat Daerah. ' it

25. Pejabat pengelola keuangan daerah adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD
dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

26. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Inspektorat Kota Serang.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Walikota ini disusun dengan :

a. Maksud sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan dokumen PK,
LKjIP, dan tata cara Reviu LKjIP;

b. Tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja LKjIP.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
oo PK Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan Unit Kerja.
~ b. LKjIP Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah atau Unit Kerja.
c. Tata cara Reviu LKjIP Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

BAB II
PEMERINTAH DAERAH, PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA

Bagian Kesatu
PK Pemerintah Daerah

Pasal 4

tah Daerah menyusun
a Daerah ditetil;kan.d()kumen PK setelah Anggaran Pendapatan

(2)Dokumen

---------
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(2) Dokumen PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan

memperhatikan:

a. rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
b. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;

c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah; dan

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Dokumen PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat
pernyataan dan lampiran formulir yang berisi sasaran strategls, indikator
kinerja utama Pemerintah Daerah, beserta target kinerja beserta program
dan anggaran. 2 :

(4) Format pernyataan dan lampiran dokumen PK §ebagmmana dlmakaizi
pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merup
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

(1) Dokumen PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikla\;n Wa;hlf;)ati
kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negar it
Birokrasi Reformasi paling lama 3 (tiga) bulan setelah dokumen angg
disahkan. ; it

(2) Dokumen PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampir dengan
dokumen PK Perangkat Daerah.

Pasal 6

PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat direvisi atau disesuaikan
dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat; : : ]
b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian, tujuan dan
sasaran atau perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran;

c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam
proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Bagian Kedua
PK Perangkat Daerah

Pasal 7

(1) Kepala Perangkat Daerah menyusun dokumen PK Perangkat Daerah paling

lambat 1 (satu) bulan setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Perangkat Daerah.

: Dokumen PK Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
~disusun dengan memperhatikan:
~a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
. Rencana Kinerja Tahunan; dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
kumen PK Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
»(2) memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi sasaran
m, indikator kinerja, target kinerja, beserta program dan anggaran. ;
L pernyataan dan lampiran dokumen PK sebagaimana dimaksud
3 (3) sebagaimana tercantum dalam Lam

¢ piran IB yang merupakan
terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini

--------
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Bagian Ketiga
PK Unit Kerja

Pasal 8

(1) Kepala Unit Kerja di lingkungan Perangkat Daerah menyusun dokumen PK
Unit Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. .

(2) Dokumen PK Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan memperhatikan:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. Rencana Strategis Perangkat Daerah;

¢. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;

d. Rencana Kinerja Tahunan; dan

e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. 4 at (2)

(3) Dokumen PK Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aysaran
memuat pernyataan dan lampiran fprrnphr yang bersi Sse .
program/sasaran kegiatan, indikator kinerja, target kinerja,

rogram dan anggaran.

4) pDolg:men PK g%]nit Kerja sebaga,irnanaU Qitnll(ak§ud pada ayat (3)
ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan Unit Kerja. ' .

(5) Dokumen iebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah .dxtandatanggm
pimpinan Unit Kerja, disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bagian
Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daergh. . ‘

(6) Format pernyataan dan lampiran dokumen PK Unit Kerja s§baga1mana
dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IC dan

Lampiran ID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan
Walikota ini.

Pasal 9

PK Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat direvisi atau

disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;

b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian, tujuan dan
sasaran atau perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran,;

perubahan preoritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam
proses pencapaian tujuan dan sasaran.

C.

Bagian Keempat
Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah

Pasal 10

ngukuran kinerja Pemerintah Daerah mau
) . : pun Perangkat Daerah ata
t Kerja dﬂaquan_ dengan membandingkan antara kinerja seiarlzla
sting dengan kinerja yang diharapkan.
: an Kinerja sebagaimana dimaksud i
a berkala tiap triwulan dan tahunan. oo ) e
pengukuran Kinerja secara berkala sebagai i

% _ ; gaimana dimaksud pad
(2) ochsam.p;.}kan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Organri):a:i
eformas i i qokras1 'Sekretariat Daerah paling lambat setiap tanggal

) rgklumya triwulan yang bersangkutan.

---------
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(4) Bentuk Format Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
LKjIP PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
LKjIP Pemerintah Daerah
Pasal 11
(1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penyusunan LKjIP Daerah pada
tiap akhir tahun. .
(2) Dalam penyusunan LKjIP Daerah, Walikota menetapkan Tim Penyusun
LKjIP Daerah.

(3) Tim Penyusun LKjIP Daerah melakukan rekapitulasi dan mengolah

Laporan Kinerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan LKjIP
Daerah.

(4) Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dan verifikasi terhadap LKjIP
Daerah.

(5) Walikota menandatangani Laporan Kinerja Daerah yang telah diverifikasi
oleh Sekretaris Daerah.

(6) Walikota bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu
penyampaian LKjIP Daerah.

Pasal 12

(1) LKjIP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilengkapi dengan :
a. perjanjian Kinerja;

b. lain-lain yang dianggap perlu.

Format LKjIP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

(2)

Pasal 13

LK_]IP Daerah dikirimkan kepada Presiden melalui Menteri P
e endayagunaan
Aparatur Negar a dan Reformasi Birokrasi pahn lambat |
< : g at 3 (tlga) bulan setelah

Bagian Kedua
LKjIP Perangkat Daerah atau Unit Kerja

-----------
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3) LKjIP ! _
I dﬂjam¥§2§ S;jdah dltandgtanganl Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja
Birok g cpada Walikota melalui Bagian Organisasi dan Reformasi
asi dengan tembusan Inspektorat paling lambat 1 (satu) bulan
setelah berakhirnya tahun anggaran.

(4) LKjIP Perangk ¢ o
) gkat Daerah selanjutnya menjadi bahan penyusunan Laporan
Kinerja Daerah. ot v g

Pasal 15
(1) LKjIP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilengkapi
dengan :
a. PK;

b. lain-lain yang dianggap perlu.
(2) LKjIP Perangkat Daerah disusun dengan format yang sama dengan format
LKjIP Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

BAB IV
TATA CARA REVIU LKjIP PEMERINTAH DAERAH
DAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 16

(1) Pelaksanaan reviu dilakukan oleh auditor aparat pengawasan internal
pemerintah daerah atau tim khusus yang dibentuk untuk melaksanakan
tugas reviu.

(2) Waktu pelaksanaan reviu dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan
menajemen kinerja dan penyusunan LKjIP.

(3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selesai sebelum ditanda
tangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(4) Ruang lingkup pelaksanaan reviu terdiri atas :

a. metode pengumpulan data / informasi dilakukan untuk menguji
keandalan dan akurasi data / informasi kinerja yang disajikan dalam
LKjIP;

b. penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas dilakukan untuk
menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Pemerintah
Daerah dengan perencanaan strategis unit di bawahnya terutama
dalam hal keselarasan sasaran, indikator Kkinerja, program dan
kegiatannya,

c. penyusunan kertas kerja reviu sebagaimana dimaksud pada huruf a
dar} huruf b,. paling sedikit mencakup hal yang direviu dan langkah

reviu yang dilaksanakan serta hasil pelaksanaan langkah reviu dan

kesimpulan / catatan pereviu; dan

d ;?ejabat yang melaksanakan tugas reviu LKjIP Pemerintah Daerah

‘g_:mcmbuat surat penyataaan telah di reviu merupakan bagian dari LKjIP.

dFormat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

d sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

oh formulir check list reviu sebagaimana tercantum dalam I
e ; Lampiran
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BABNY.......
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, seluruh ketentuan peraturan
perundang - undangan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan

Walikota ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan Peraturan Walikota ini.

Pasal 18
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 23 Oktober 2017
WALIKOTA SEBANG,

— e

B————

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang

pada tanggal 24 Oktober, 2017
SEKRETARIS DAE TA SERANG,

_ Tb. URIP HENUS

KOTA SERANG TAHUN 2917 NomoOR.58
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FORMULIR PK TAHUN..........
PEMERINTAH KOTA SERANG

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) 2) (3) (4)
ez
Program Anggaran
e vens saveevs RP. . iisinsivssicscnomnsasnsnenss
e srstninaiiitlie. BD. oononewn s smmnions wn b wih wiieies

.........................................

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

1) Pada kolom (1) diisi no urut;

2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Pemerintah Kota Serang atau
kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;

3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari
Pemerintah Kota Serang yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin

diwujudkan;

Pada kolom (4) diisi dengan target kinerj

pai oleh Pemerintah Kota Serang;

kolom Program diisi dengan nama

dengan sasaran yang akan dicapai

olom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk
dkan sasaran yang diperjanjikan

1) a yang akan dicapai atau seharusnya

program Pemerintah Kota Serang yang
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B. BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PK OPD

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH

..................

i B

WOTA SERANG
N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN..............

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:
Nama

B et vestanessvenrensnsnnnnn

Selanjutnya disebut pihak pertama

---------------------------------------

Nama
Jabatan

---------------------------------------

......................................

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama
berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

-----------------------------

(Kepala OPD)

Scénned by CamScanner



L
1

FORMULIR PK TAHUN
PERANGKAT DAERAH

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target ‘l
L il
(1) 2) (3) | 4 Q
|
g
Program Anggaran Keterangan
L S RS RE Rp i
B s ivea cysiei e T SR
SETANE, .- oreverncreacsossasssses
Walikota Kepala OPD

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

1) Pada kolom (1) diisi no urut;

2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis OPD sesuai Renstra atau kondisi
terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;

3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dariOPD yang
relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;

4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja akan dicapai di ;

) dicapai oleh OPD pada tahun tersebut; Lo R ) Sy

) EM l‘(olom Program diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran
1S,

om Keterangan diisi dengan keterangan tambahan ¥ t i
ang penting, misalnya
gumb@r dana (APBD, APBN Dekonsentrasi atau Tugas Punbanmz'h) dan h::al
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C. BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PK UNIT KERJA

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
UNIT KERJA

=

«OTA SERANG
N7

PERJANJIAN KINERJA TAHUN.............-

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transpararn
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

NAINR Y S iiititinenansssseenaassarosesanenns

Jabatan L s stk s s wsan sssmamiene v

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama Tt R
Jabatan e T L R RN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan

dan sanksi
SRR, i
Pihak Kedua Pihak Pertama
(Kepala Bagian/ Sekretaris,
Kepala Bidang/Inspektur

Pembantu/Sekretaris Camat)
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FORMULIR pK TAHUN.........
UNITKERJA......... .
\\
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target
(1) 2) (3) (4)
L
Program Anggaran Keterangan
T R Rpoooviiii,
o e e athatveene Rp.ooiiiiiiiiia,
SerATIZ i ixrcouriincrrroarcersorsene
Kepala OPD Kepala Bagian/Sekretaris/

Kepala Bidang/Inspektur
Pembantu/ Sekretaris Camat

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:
1) Pada kolom (1) diisi no urut;

terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
~ 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain
~ yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan:
4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapaj dica, ai at
dicapai oleh unit kerja pada tahun tersebut; & pal atau seharusnya
Pada kolom Program diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran
s gis;

k(;lom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada program

dari unit kerja
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D. BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PK UNIT KERJA

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
UNIT KERJA

\OTA SERANG
N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN..............

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan
dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:
Nama
DRUBUBEL & .ocvencigisinennnnnsrsicasasnens
Selanjutnya disebut pihak pertama

.......................................

Nama
Jabatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian

ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka i
b A gka pemberian penghargaan
s
Pihak Kedua Pihak Pertam
| a
(Kepala Sub Bagian /Kepala
Seksi/Kepala Sub Bidang/
Kepala UPT/Lurah / Sekretaris

Lurah)
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FORMULIR PK TAHUN
UNIT KERJA

—
. . t
i Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja | Targe "
| T @
(1) (2) ; (3) _ .
2 | B
leterangan
Kegiatan Anggaran Keterang
s s s s e RP.i-covvssonenasarases
R e th o S v ves o oo R 5w o050 Rnswmssasian
SErang,......ccorneeseerusnsasnsenss
Kepala OPD (Kepala Sub Bagian/Kepala
ep

Seksi/Kepala Sub Bidang/
Kepala UPT/
Lurah/Sekretaris Lurah)

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:
1) Pada kolom (1) diisi no urut; . ' . ‘ o
2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran kegiatan unit kerja sesuai Renstra atau kondisi
terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersqngkumn; .
3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dqn zpdikator lain d
yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang
dicapai oleh unit kerja pada tahun tersebut;
~ 5) Pada kolom kegiatan diisi dengan nama kegiatan
eL] s;
lom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pad

ari unit kerja

akan dicapai dicapai atau seharusnya
yang terkait dengan sasaran

a program

m Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya

» APBN Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan) dan hal

WALIKOTA SERANG,
Pl
L 7

o
Tb.)IKUL JAMAN
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LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR
TENTANG

58 Tahun 2017

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
PERJANJIAN KINERJA, LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAN TATA CARA REVIU ATAS
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SERANG

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN

Sasaran
Strategis

Indikator
Sasaran

Cara
pengukuran
Indikator Kinerja

Ket

Triv
Pagu (Rp) i Ket
Realisasi %

3

4

10 L1 12 13

|
|
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Petunjuk Pengisian

1. Kolom (a) diisi OPD yang bersangkutan;

2. Kolom (1) diisi dengan nomor urut;

3. Kolom (2) diisi dengan sasaran strategis OPD sesuai dengan dokumenl
Perjanjian Kinerja; .

4, Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis OPD sesual
dengan dokumenPerjanjian Kinerja; dikator

5. Kolom (4) diisi dengan Formula/Rumus/cara pengukuran Indika
sasaran,; g en e

6. Kolom (5) diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai dari sctial
indikator sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja; e

7. Kolom (6) diisi dengan realisasi dari masing-masing Indikator Kine€na .

8. Kolom (7) diisi dengan persentasc pencapaian target dari masing
masing indikator kinerja; _ bul

9. Kolom (8) diisi dengan memberi keterangan apabila pada tribuian
tersebut indikator sasaran belum terlaksana; .

10. Kolom (9) diisi dengan program yang digunakan untuk menunjang
pencapaian kinerja organisasi, .

11. Kolom (10) diisi jumlah atau nilai anggaran pada kegiatan yang
bersangkutan;

12. Kolom (11) diisi realisasi dari program pagu anggaran dalam triwulan
tersebut;

13. Kolom (12) diisi dengan persentase pencapaian target anggaran dari
masing-masing program kegiatan (realisasi/target x 100%);

14. Kolom (13) diisi dengan memberi keterangan apabila pagu program
penunjang belum terlaksana.

WALIKOTA SERANG,

— el

,/N

Tb, HAERUL JAMAN
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LAMPIRAN Il PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR : 58 Tahun 2017

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
PERJANJIAN KINERJA, LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAN TATA CARA REVIU ATAS
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SERANG

FORMAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Sistematika laporan adalah sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan ~umum organisasi,
denganpenekanan kepada aspek strategis organisasi serta
permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi
organisasi.

BabIl Perencanaan Kinerja _
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja

tahun yang bersangkutan.
Bab Il Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan Kkinerja sasaran strategis Organisasi

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis  tersebut
dilakukan analisis capaian kinerja

sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun
ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Mcrflband.l_ngkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada);

5. Anr;ail;sglza témpenyebab 1(.ebe1"hasilan /kegagalan atau

pe '/ penurunan kinerja serta alternative solusi

yang telah dilakukan;

Analisi iensi

f:;: :t:)s e:;mensl: pe;nggunaan sumber. daya;

aAltamhu 5 gram / eglatar? yang menunjang keberhasilan

pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

e
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. Realisasi Anggaran

Pada sub bab

ini  diuraikan realisasi anggaran_ yang
digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan

Iner; isaal : janjian
kKinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjan]
Kinerja.

Bab IV Penutup

' kinerja
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capa:;r; akeﬂn
organisasi serta langkah di masa menfiatalzrglz1
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:
1) Perjanjian Kinerja
2) Lain-lain yang dianggap perlu

WALIKOTA SERANG,

3"
—esz
. HAERUL JAMAN
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LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR . 58 Tahun 2017

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
PERJANJIAN KINERJA, LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAN TATA CARA REVIU ATAS
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SERANG

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
TAHUN ANGGARAN.......oconer

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Kota Serangﬁuntt'ik
tahun anggaran............ sesuai Pedoman Reviu atas Laporar.l Kinerja.
Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung
jawab manajemen Pemerintah Kota Serang/OPD

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah
disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang

menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan
di dalam laporan kinerja ini

e
...................
--------

Scanned by CamSCahnér |



-23.

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR
TENTANG

58 Tahun 2017
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN

PERJANJIAN KINERJA, LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAN TATA CARA REVIU ATAS

LAPORAN

PEMERINTAH DI

KINERJA

INSTANSI
LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA SERANG

Check List Reviu

No

Indikator

Pernyataan

Format

. Laporan Kinerja (LKj)

telah menampilkan data
penting IP

. LKj telah menyajikan

informasi target kinerja

. LKj telah menyajikan

capaian kinerja IP yang
memadai

. Telah menyajikan dengan

lampiran yang mendukung
informasi pada badan
laporan

. Telah menyajikan upaya

perbaikan ke depan

. Telah menyajikan

akuntablitas keuangan

Mekanisme
Penyusunan

. LKjIP disusun oleh unit

kerja yang memiliki tugas
fungsi untuk itu

. Informasi yang

disampaikan dalam LKj
telah didukung dengan
data yang memadai

. Telah terdapat mekanisme

penyampaian data dan
informasi dari unit kerja ke
unit penyusun LKj

. Telah ditetapkan

penanggung jawab
pengumpulan data
informasi di setiap unit
kerja

. Data informasi kinerja

yang disampaikan dalam
LKj telah diyakini
keandalannya

. Analisis penjelasan dalam

LK] telah diketahui oleh
unit kerja terkait

. LKjIP bulanan merupakan

gabungan partisipasi dari
dibawahnya.
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e
I | Substansi 1

. Tujuan sasaran dalam LKj
telah sesuai dengan
tyuan/ sasaran dalam
perjanjian kinerja

2. Tyujuan sasaran dalam LKj

telah selaras dengan
rencana strategis

3. Jika butir 1 dan 2

Jawabannya tidak, maka
terdapat penjelasan yang
memadai
4. Tujuan sasaran dalam
LKj telah sesuai dengan
tujuan sasaran dalam
Indikator Kinerja
S. Tujuan sasaran dalam
LKj telah sesuai dengan
tujuan sasaran dalam
Indikator Kinerja Utama

6. Jika butir 4 dan 5
jawabannya tidak, maka
terdapat penjelasan yang
memadai

7. Telah terdapat

perbandingan data
kinerja dengan tahun
lalu, standar nasional dan
sebagainya yang
bermanfaat

8. IKU dan IK telah cukup

mengukur tujuan sasaran

9. Jika "tidak" telah terdapat

penjelasan yang

memadai

10.IKU dan IK telah SMART

WALIKOTA SERANG,

>4

- HAERUL JAMAN
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